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Abstrak
 

Sektor keuangan krusial bagi pembangunan nasional Indonesia dan penguatannya esensial untuk

peningkatan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2011 untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, dan

memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Namun, wewenang luas OJK menimbulkan kekhawatiran

penyalahgunaan kekuasaan. Pembentukan Badan Supervisi OJK melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2023 diperlukan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi OJK, membantu DPR

mengawasi OJK, dan memperkuat sektor keuangan nasional. Dengan menggunakan metode penilitan

doktrinal, tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan, fungsi, dan efektivitas pelaksanaan fungsi BS

OJK terhadap OJK dan di bandingkan dengan Badan Supervisi yang ada di Belanda dikaitkan dengan

kewenangannya. hasil penelitian menunjukan kinerja BS OJK dalam melakukan pengawasan terhadap OJK

berpotensi kurang efektif dikarenakan BS OJK hanya mempunyai wewenang "pengawasan intern". Yang

artinya, pengawasan yang dilakukan terbatas pada aspekaspek internal dan administratif, tanpa adanya

kemampuan untuk campur tangan dalam mengintervensi atau menindaklanjuti sendiri hasil penilian yang

dilakukannya sendiri. Namun, efektivitas BS OJK belum dapat dinilai sepenuhnya karena masa kerja BS

OJK itu sendiri belum genap satu tahun, dengan penunjukan anggota BS OJK baru dilakukan pada

Desember 2023. maka penulis ingin memberikan saran kepada Kepada Badan Legislatif untuk

mempertimbangkan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada BS OJK, khususnya kewenangan

dalam pembahasan dan penyusunan program satu tahun ke depan bersama DPR. Kewenangan ini mencakup

kesesuaian implementasi pelaksanaan pengawasan program, memberikan ulasan terhadap hasil pengawasan,

serta memberikan rekomendasi berdasarkan ulasan tersebut. Hal ini diperlukan untuk lebih memaknai

keberdaan BS OJK terhadap fungsi pengawasan terhadap OJK itu sendiri.

......The financial sector is crucial to Indonesia's national development and its strengthening is essential for

economic improvement. The Financial Services Authority (OJK) was established through Law 21-year 2011

to regulate and supervise the financial sector, maintain the stability of the national financial system, and

ensure regulatory compliance. However, OJK's broad powers raise concerns of abuse of power. The

establishment of the OJK Supervision Agency through Law No. 4 year 2023 is necessary to improve OJK's

performance, accountability, and transparency, help Parliament oversee OJK, and strengthen the national

financial sector. By using the doctrinal research method, this paper analyzes how the regulation, function,

and effectiveness of the implementation of the BS OJK function on the OJK and compares it with the

existing Supervision Board in the Netherlands in relation to its authority. the results show that the

performance of the BS OJK in supervising the OJK is potentially less effective because the BS OJK only

has the authority of "internal supervision". This means that supervision is limited to internal and
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administrative aspects, without the ability to intervene or follow up on the results of its own assessments.

However, the effectiveness of the BS OJK cannot be fully assessed because the BS OJK's working period

itself is not even one year old, with the appointment of BS OJK members only being made in December

2023. Therefore, the author would like to provide advice to the Legislative Body to consider giving greater

authority to the BS OJK, especially the authority to discuss and prepare the next one-year program with the

DPR. This authority includes the suitability of the implementation of program supervision, providing

reviews of the results of supervision, and providing recommendations based on these reviews. This is

necessary to give more meaning to the existence of the BS OJK to the supervisory function of the OJK

itself.


